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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kepada hasil komparasi perlindungan hukum terhadap 

perdagangan hewan yang dilindungi antar hukum positif dan hukum Islam 

sebagai jawaban atas rumusan masalah, berikut ini jawaban yang dapat 

diambil sebagai suatu kesimpulan: 

1. Perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi 

menurut hukum positif yaitu berdasarkan muatan pasal 21 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  adalah melindungi hewan 

tersebut dengan melakukan konservasi. Artinya hewan yang dilindungi 

tersebut tidak boleh diserahkan .pemanfaatannya kepada perseorangan, 

namun pada pemerintah. Pada hal ini, hewan yang dilindungi diberikan 

kehidupan yang terjamin untuk bisa melakukan perkembangbiakan. 

Perlindungan hukum itu adalah pertama, bebas dari perburuan. Artinya 

hewan yang dilindungi tidak boleh diburu dan diperburukan. Kedua 

adalah perlindungan hukum bebas dari perdagangan ilegal. Artinya, 

hewan yang dilindungi tidak boleh diperdagangkan secara bebas kecuali 

telah melewati perizinan negara. Hal ini adalah pemanfaatan hewan 

yang dilindungi secara benar untuk bisa dipelajari oleh masyarakat 

sebagai pembelajaran. 

2. Perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi 

menurut hukum Islam yaitu bahwa hewan langka yang dilindungi negara 

jika diperdagangkan akan mengakibatkan hewan tersebut menjadi punah 

dan jika hewan langka tersebut termasuk kedalam  rantai makanan, 

maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem yang akan 

dirasakan bukan hanya oleh hewan saja akan tetapi dirasakan oleh 

seluruh makhluk hidup terutama manusia.Oleh karena itu, perdagangan 

hewan langka tidak sesuai dengan perdagangan yang disyariatkan oleh 

Islam, karenanya perdagangan ini masuk dalam kategori perdagangan 

fasid atau perdagangan yang rusak. Ketidakseimbangan ekosistem dan 

kerusakan lingkungan tersebut dimuat berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-

A’raf ayat 56, Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-
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Turmudzi dan Al-Hakim dan dari pendapat Imam Zakariya dalam kitab 

Asna Al Mathalib.  

3. Relevansi pengaturan konsep perlindungan hukum terhadap 

perdagangan hewan yang dilindungi antara hukum positif dan hukum 

Islam adalah kedua sistem hukum itu memberikan penjagaan terhadap 

eksistensi hewan yang dilindungi dengan memeliharanya secara benar 

dan jaminan untuk hidup dengan bebas di habitatnya. Persamaan yang 

kedua adalah keduanya memberikan sanksi hukum untuk pelaku 

kejahatan terhadap hewan yang dilindungi. Sementara itu perbedaannya 

ialah terdapat pada sumber hukum dari dua sistem hukum tersebut, 

antara lain pada hukum positif lahir dari dewan legislatif. Sementara 

hukum Islam bersumber dari sumber utama yaitu Al-Qur’an Hadits dan 

pendapat ulama.   

Selain itu, adapula perbedaan berupa bentuk sanksi hukumnya. Hukum 

positif menjatuhkan pidana yang dilaksanakan secara langsung. 

Sedangkan di dalam hukum Islam kasus ini berpacu pada hukum Ta’zir 

yaitu hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah 

dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur’an dan Hadits tetapi 

diserahkan kepada pemerintah.  

 

B. Saran-saran 

1. Diharapkan dalam penelitian perlindungan hukum terhadap perdagangan 

hewan yang dilindungi ini memberikan hasil kontribusi nyata untuk 

pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan hewan-hewan yang 

dilindungi khususnya kepada masyarakat agar ikut serta memberikan 

kontribusi untuk masyarakat lain yang awam akan pengetahuan 

mengenai hewan langka yang dilindungi. Agar si pelaku kejahatan 

tersbeut merasa terbatasi untuk melakukan perdagangan.  

2. Diperlukan adanya tindak lanjut dari pemerintah dengan mengadakan 

sosialasasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap eksistensi 

hewan yang dilindungi. Hal  ini amat penitng untuk menggalakan dan 

menekankan ancaman sanksi hukum yang tertera dalam Undang-undang 

sehingga memberikan efek jera bagi pelaku  perdagangan hewan yang 

dilindungi. 
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